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KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAH
K-AEU P=ATE N TU LU NGAG U ]I!G

MEMBACA Surat Permohonan ljin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn'/

Ny.lNn.: sRl IUINARSiH RAHAYU, S.Pd, Selaku Penanggung Jawab

PendidikaniK.epela Sekoleh Pendidiken .Anak Usia Din!: TK "D!'!ARM'A

y--AlrUT+ !v.-qltOEE--lO" tangg4l : '!5 !!tto!e1 20't5, se-da lannpiran-

lampirann-va

a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan Pagerwoio

kepada lanbaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyclenggaraan

Penrjicjikan enak iJsia Dini;

b. Bahwa ijin penyetenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam

batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku'

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasionai ilembaran Negara Nomor Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan

i emlraran Negara Nomoi'4-30-1)l

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomot 41, Tambahan

iemharan Negara Nomor 44gG) sehagaimana teiah dittttah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nonror 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara

Rebublk indonesia Tahun 2013 Nomor" 54i0:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nonror 23,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105i Sebagaimana ieiah diubah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun

2010 Nomor 11l,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4 Peraturan Pemerintah No. .39 tahiin -i992 tentang Peran Serta

Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
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$. Keputusan Presiden Nomor 1211? Tahun 2014 tefttang Pembentukan

Kenrenterian dan Pengangkatan Menteri Kabinei Kerja Feriode Tahun
.1r1i a .1r-iri.1./lt l+t t, a t

6. Peraturan Presiden Nornor 30 Tahun 2S13 tentang Pengembangan anak

usia .dini Hotistik=l ntegrratif;

7. Peraturan Presicjen Nomor 14 -i ahun 2*i4 ientang Kementerian

Fendidikan dan Kebudayaan {Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15;

8. Peraturar iltenteri Perudidikaii dan Kebudayaan Republik lndonesia

Nomori3T Tahun 2013 Tentanq Standar riasionai Pendidikan llnak Usia

Dini;
g. Fsraturan $lknteri Pendidikan dan Kebudayaaln R€pubik fudonesia

l{omor 84 Tahr-rn 2a14 Tent-ang Pendinan Satr:an Pendidilcan Anak tJsia

Dini;
10. Peraturan rVenteri Penriidikan dan lGbudayaan Republik lndonesia

Nomoi'i46 Tahun 20'14 Tentanq Kurikulttm 2t)1.3 Penciidikan nnak Usia

Dini;

11. Peraturan Daerah Katrupatren Tulungagl.rng Nornor 3 Tahun 2010

tenlang Pengeloiaan cian Penyeienggaraan Penciiciikan;

12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas,

Fungsidan Tata Kerja Dinas Pcndidikan Kabupaten Tuiungagung.
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pERTAiliA : Menrberikan'iiin perryeierrggaraair Pendidikari Anak Usia Dirri Kepada :

Narna Lembaga

ie;':is

Rump,un P-en-didi.itan

Alomaf

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kabupaien

Kepata Seko+ah
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TK "DHARIilA WAN|TA Ui'OS|OREJO"

u+r\rr r.r !*ft,aali La--a-at w rr r ! vr rrr., rE

-|AMAN .I(ANAK-.KANAK

Wonorejo

Pagerwojo

Tuiungagung

Ny. SRI WINARS{H RAHAYU, S.Pd

DiiAR ieA'vliAl.i iTA DESA WOi.l'3REi'3

r,-EntIA - irr^ D^-.,^ra-a++ra++ ta*rat+..r -^,la aa^^r PERTAI"iA be;'!akl; iei'hiti;ng miilaiir-EliiiFi ijiii -Hia;uEiEi!gu4!441! it:r-:Esr-lt ..--!frlrc F'qnat

Tanggai : tO tresember 2t fS s.ci ianggai : j Besember 28i8

KETIGA : 1. Waiib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa,

sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

?. Wajih, mentaati peraturan perundangan ,vang beriaku atau yang akan

ditentukan kemudian;
3. Waiib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan rnenurut model

yang ditentllkan;
4. Wajib mengajukan pennohonan baru paling lambat 30 {tiga puluh) hari

sebefum ijin berakhir.



KEEifipAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan dengan ketentuan a"pabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya'

Ditetapka* di Tulungagung
Desember 2015
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